TENTANG
RETRIBUS]| PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

yenmbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

Mengingat

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah Kada
Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata
kerja Lembaga Teknis Kota Magelang, maka Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kata Magelang telah menjadi Kantor Tenaga Kerja Kaa
Magelang ;

b. bahwa Kantor Tenaga Kerja Kata Magelang memberi pelayanan

ketenagakerjaan dengan dipungut retribusi,

¢ bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut cdiatas, periu menyusun

1.

dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Ketenagakerjaan,

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan

Perburuhan,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Kecl dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
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10.

11
12.

13.

14.

BEﬂakuW umrg 3 Tahu 1951 tentang Peryataan
Perburuay, "I No. 23 Tahun 1948 ¢
{ L entang Pengawasan

Tahun 1951 Nomor 4);

(Lembaran Negara T i
Negara Nomor 2918};

ahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Whdang-indang  Nomor 7 Tahn 1981 tertang  Wajib  Lapor
Ketenagakerjaan o Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201),

Uhdang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Caerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1899 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagali Daerah Otomom
(Lemmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusii
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139),
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab

Fungsional Pendidikan dan Latihan;
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15. KE{lemn HBS-I'
16. KB{:!.(LISan FT&ECE[]

Nega
18. Keputusan Meriis ra Asing Pendatang,

19. Keputusan Menteri

21. Peraturan Daerah Kaa Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Sustnan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota
Magelang;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

pasal 1
#am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Caerah adalah Kota Magelang,
" Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang,

Walikata adalah Walikcta Magelang,
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IE.I
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

ﬂaﬂ [',Iala_m
- Persekutuan bentuk apapun, firma, kongsi

organisasl sosia| Pdlitik, atay u*gan. ma”* yayasan, organisasi masa,
tetap, dan bentuk badan lainnya "% yang Sefenis, lembaga bentuk usaha

maupun  diluar hubungan ker: J Mampu melakukan Pekerjaan baik didalam
12 guna menghasilkan | atau ba urtuk
| asa at ang
memenuhi kebutuhan Masyarakat: J ;

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari
pekerjaan maupun i -

. yang sudah bekerja tetapy INgIN pindah atau alih pekerjaan yang
dnyatakan dengan mendaftarkan kepada

Kartu Model AK/l (Kartu Kuning) adalah Kartu Tanda Bukti bahwa pemegang kartu

lersebut adalah pencari kera yang terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja dan
sesual ketentuan yang berlaku Kartu Model AKA merupakan salah satu syarat
untuk melamar pekerjaan pada instansi PemerintalvSwasta, Anggata TNI/Pdin;
Lembaga Pelatihan Kerja/Lembaga Latihan Swasta ( LPK/LLS ) yaitu Lembaga
Pelatihan  Keterampilan yang dkelda deh percrangan  maupun
lembaga/perusahaan/swasta yang pesertanya berasal dari masyarakat umum;
Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKl) yaitu perjanjian tertulis
antara  Perusahaan Jasa Tenaga Kera Indonesia (PJTKI) dengan TKI yang
memuat rencana penempatan TKl ke Luar Negen, guna menjamin kepastian
Penempatan TKI oleh PJTKI,

Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dmana seseorang mengikatkan diri untuk
be{ncer]a dengan pihak lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan
Syarat-syarat yang dipefjanjikan dan disetuu bersama,

Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dbuat deh Perusahaan

Secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja

Sefta tata tertih perusahaan yand disahkan deh Kepala Kantor Tenaga Kerja;
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Yang terdaftar pada Kantor
s, | "PUan pengusaha yang berbadan

kebakaran (hydrant. '
Spnngde-r_ Alarm Kebakaran dan alat kebakaran yang lain )
yang berada dalam lingkungan Perusahaan:

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Yaltu kewajiban pengusaha atau pengurus untuk

melaporkan secara tertulis kepada Kantor Tenaga Kerja selambat-lambatnya

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali,
atau  memindahkan perusahaan atau  membubarkan perusahaan, atau
menghentikan perusahaan;

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan deh pemenntah
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan

deh Pemerintah Daerah untuk tyuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bag waijib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari

pemerintah daerah;

Waijib Retribusi adalah orang pribad atau badan yang menunt peraturan

perundang-undangan Retribusi diwa)
Qrat Ketetapan Retribusi Daerah ya
Keputusan yang menentukan
Surat Pemberitahuan Retr
Srat yang digunakan ol
Pembayaran yang teruta
Surat Tagihan Retribusi Daeran yang

Melakukan Tagihan Ret

Uer]da;

bkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
ng dapat disingkat SKRD adalah Surat
hesarnya retribusi yang terutang,

busi Daerah, yang dapat disingal SPTRD, adalah
oh waijib retribusi untuk melaporkan penghitungan: dan

ng menurut peraturan retribusi,
dapat disingkat STRD adalah Surat untuk

ibusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau
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nbusi
Rel yang teruang ke kas Da "elakukan PeMbayaran atau pernyetoran
ditetapkan deh Walikata: *rah atau ke lempat pembayaran lain yang
auat Ketetapan Retribys; |
SH:,RELB Ell:lalah &.-at [

L)

cc. Pembayaran Retribusi Daeranh adalah besarmya kewajiban yang harus dipenuh
deh Wajib Retribusi sesyai
I_ =i dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan:

ad Uang Retribusi Daerah adalah sisa uang retribusi atas nama Wajib Retribusi
yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang kadaluwarsa dan
retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Memberikan dasar hukum bag pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan
ketenagakerjaan
2) Memberikan dasar hukum bag pengawasan retribusi pelayanan ketenagakerjaan
agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.
3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi pelayanan ketenagakerjaan
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asii Daerah (PAD).

BAB Il
NAMA. SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
pasal 3
Dengan narma Retribusi Pelayanan Ketenagakeraan d pungut retribusi bag setiap
rang atay badan hukum yang menikiTati jasa peiayanan ketenagakeraan
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: ; P
qubyek Retnbusi adalah Orang d8al 4
He[enagakerjaan.

o Pas
ooyek Retribusi melipyt - a5

1. Penggunaan fasilitas k*’-’te*’fagakeq
| o aan;
p. Setiap Pemberian jasa Pelayanan ke’ieﬁagakerj
aan.

a. Pelayanan pendaftaran Pencari Kerja dan penyediaan Kartu Kuning (Kartu
AR/l dan AK/IN) bagi pencari kerja:

0. Pelayanan Pengawasan Ujian Ketrampilan dan penerbitan sertifikat Iuusan
uian peserta pelatihan pada lembaga pelatihan kerja (LPK) / Lembaga Latihan
Swasta (LLS);

. Pelayanan penelitian dan pengesahan perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha;

4 Pelayanan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) ke Luar Negeri,
¢ Pelayanan Bimbingan penyusunan dan pengesahan Peraturan Perusahaan

Bersama (KKB):
3 Pelayanan / penelitian dan pengesahan

dan perrbuatan Berita Acara Pengian | | |
Pelayanan penelitian dan pengesana’ garrbar rencana instajas penyaiur petir
P

Berita Acara Pengujian.

gambar instalasi listrik ditempat kerja

it + tan :
| WAt kerjpsclan PATIES dgiesel/permbangkt listrik dan mesin perkakas/
Pelayanan pengyjian mator
TESIN produksi.
j. Pelayanan. .......
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dan pembuatan Berta Acara Fenguian

K. Pelaya
Yyanan Petwyediaan tﬂal'lg-(t}l dan binﬁng;an pengsian serta penelitian dan
pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7
Retnbusi Pefayanan Ketenagakerjaan termasuk galongan retribusi jasa umum
Pasal 8
Retnbusi Pelayanan Ketenakerjaan yang terutang dipungut diwilayah Kota
Magelang

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 9
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan ketenagakerjaan
berdasarkan pada tujuan untuk menutup blaya yang dkeluarkan deh Pemerintah
Daerah dalam membenkan pelayanan ketenagakerjaan dengan memperhatikan

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10
Sruktur dan besarmya tanf retnbusi untuk setiap jenis pelayanan dan perijinan
ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut

a. Pelayanan pendaftaran pencari kerja dan penyediaan kartu kuning ( Katu Model
AK/ dan Kartu Model AK/I ) sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) per Kartu.

D. Pelayanan Pengawasan Uian Ketrampilan dan penerbitan sertifikat lulusan uian
Peserta Pelatihan pada LPK/LLS sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per
sertifikat.

C. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan Perjanjian Kerja antara pekerja dan

Pengusaha sebesar Rp. 4 000, -(Empat ribu rupiah) per Perjanjian Kerja
d Pelayanan .

A o
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layai.an Peneiitian dan Pengesahan Perianiian Penempatan TKI ke Lual
Neyer! sebesar Rp. 10.000,-(Sepului nbu) per oraig.
. Peiayanan Bimbingan peryusunan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PF)
sebesar Rp. 20.000,- ( Dua puluh ribu nupiah) per Peraturan Herusahaan.
Pelayanan Pemerantaraan penyusunan dan pendaftaran Kesepakatan Kera
Bersama (KIKB) d reriicahazn sehesar Rp 30 000 - (Tga nuivh ribi runiah) per
Kesepakatan Kerja Bersama.
. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan gambar instalasi  listrik ditermpat
ke usalia dan pemixalon berita acara pengdian diklasifikasikan sebagal
betihu .

| I S V-
| KLASIFIKAST | Poame | Berkala
..1, ﬂtiID_kaa o “i- -Ri' ,:::,:U-_L;d,_,!__ ' ey, ol B VT IL

2. 10) 8/d 500 kva ' SN " RP_37.500,

3. 50) &/d 1.000 kva - TRP 125000~ | KP. 56250,
}_l‘l_{._&u_l'siu_h:v-ljbjkva RP 175 000,- ) | Rp 93.750,-

- _-__'-ﬂ'. 'T,_i_: - | R—E* :";'F:-I[‘;-T'__. i i F_;, 150 Lﬂﬂj— _J

Pelayanan Penelitian dan Pengesahan gambar instalasi penyalur petir per unit,
Ttk renaesahan Portama (1) sebesar Rn 45 0NN -, berkala sebesar RD.

15.000,- Setiap 2 (dua) tahun

FPedavanan Dnenguian motar diesel/pembanciit istrik dan mesin perkakas/mesin
produksi ditempat kerja/ usaha dipennc sebagal berikut
! Jenis Objek Klasifikasi T Taal
Pengenaan Tarif | - ~ Pertama Berkala
Dengan daya : 7 1 ,‘

{_Mesin perkakas / mesin - | @) 5/d 6 p¥ } Rp. 3@.000.- | Rp. 75800 - !
Produksi yg digeiakkan b) > 6 s/d 20 tk | Rp. 45.000,- | Rp. 15.000,-
Motor listrik/motor bensin/ | ¢) = 20 5/d 50 Ik i Rn.  55000- | Rp. 22.500.-|
Moter disel'motor gas d) > 50 s/d 100 tk Rp.  79.600,- | Rp. 37.500,-
untuk 1
Setiap tk. e) > 100 tk. Rp. §5.000 - Ro. 60 600 -

\
Dengan kapasias :

2. Mesin perkakas / mesin - a) s/d 5 ton R '": tgr  Rp. 7 500 -
Produksi yg digeiakkan b) > 5 s/d 20 lom Rp. 45000- | Rp. 15000 -
denaan hidrolik (peneuma | ¢) > 20 s/d 50 ton Rp. 55.000.- | Rp. 22.500,-
iK) tiengan kapasilas d) > 50 ton Rp. /5000- | Rp. 37.500 -

3. Molor diesel pembangkit- Dengan daya :

Listrik [genselfgeneratnr) a) s/d 100 tk Rp. 80000.- | Rp. 22500, -

b) > 100 s/d 500 tk | Rp. 100.000,- | Rp. 37.500.-
c)> 500 5:d 1000tk | Rp. 125.000,- | RP. 58.250 -
d) >1000 s/d10.000 tk | Rp. 175.000,- | Rp. 83.750.-
e) > 10.000 Ik Rp. 250.000,- | Rp. 150.000.-

Scanned by TapScanner



10

. Pelayanan Penelitian dan Pengesahan gambar instalasi proteksi kebakaran

Pengenaan tarif

8

2.

InstalasiHydrant
Instalasi Springkler

Hydro Static Hydrant

Instalasi pemadam
Otomatic integrate
Sistem

Alat pemadam
ringan (APAR)

api

e —

dan pembuatan Berita Acara -

" Klasifikasi

Tarif )
Pertama  Berkala
Tipe Box Hydrant/ Rp. 50.000 - + Rp. 3.000,-
Hydrant pilar 3.000/box
Tiap pipa pembagi atau RP. 50.000,-+ RP. 3.000 Aitik-
maksimal 48 3000k
a)Tiap unit spring- RP. 50.000 - + RP. 5.000. /titik-
kler, 10.000/unit
b) Tiap  pompa RP 50 000 - RP. 5.000,-
hydrant. +10.000/unt
¢) Systim penyediaan RP. 50.000,- RP. 3.000,-
air hydrant +5.,000/unit
/unit
Tiap unit RP. 25.000,- RP. 15.000,-
+25000/unit
Tiap unit - RP. 1.000,-/unit

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tert

k Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di

Perusahaan dilaksanakan setiap

tahun.
No Klasifikasi Besamya Tarif
1 Jumlah TK. s/d 10 org. Rp. 10.000,-
2 Jumiah TK. 11 s/d 24 org Rp. 20.000,-
3 Jumlah TK. 25 s/d 49 org. Rp. 3_0_000__
4 Jumlah TK. 50 s/d 89 org. Rp. 40.000,-
5 Jumlah TK. 100 atau > Rp. 50.000,-
BAB Vi

MASA RETRIBUS

Walikata.

Pasal

| DAN CARA PENETAPAN RETRIBUSI

11
entu yang lamanya ditetapkan deh

--------
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Pasal 12

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Perrberitahuan  Retribusi  Daeran
( SPTRD)

(2) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD atau berdasarkan penetapan tarif
sebagaimana diatur dalam pasal 10 dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh
Walikata.

Pasal 13
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yand

semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumiah retribust yand
terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 14
(1) Pemmbayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. |
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil

penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini

disetor ke Kas Daerah selampat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam batas waktu

yang ditentukan deh Walikata.
Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksl

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
(2) Walikota atau Pejabat yand ditunjuk dapat mengijinkan kepada Wajib Retrbusi

untuk mengangsur retribus terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan

yang dapat ap.a—tanggngawau(an.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagal

ditetapkan oleh Walikata.

mana dmaksud pada ayat (2) Pasal in

(4) Walkaa ...
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(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

12

Wali ~ ;

Aa atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran Sampal batas waktu yang ditentukan dengan alasan yand
dapat dipertanggungjawabkan,

Pasal 16
Setiap pembayaran retribusi pelayanan ketenakerjaan baik melalui Kas Daerah

maupun dtempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penenmaan.

Bentuk, isi |, kualtas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan
ketenagakerjaan ditetapkan oeh Walikata,

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN.

Pasal 17
Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat
lain yang sejenis, Vajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarklan deh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi
sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan deh

Walikota.

BAB Xl
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

1) Walikota dapat memberikan pengurangdn, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara jan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan deh Walikata.
BAB. XII ......
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. T Pasal 20
1) Wajib Retribus; |
( dalam pe'wdapat”'e“galtkan Permohonan pembetulan SKRD dan STRD yand
anya
- Srdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau

(4)

pehgurangan  ketetapan, Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana
dmaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertuis cieh Waijib retribusi
kepada Walikata atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30(tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(9) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dkeluarkan deh Walikata atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan
sejak surat pemohonan diterima.

16) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Pasal ini Walikata atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB. XIl
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21
(1) Waijib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikata atau Pejabat
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keber
2) Permohonan atan sebagy
dsampaikan secara teryyis Jamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus

dterbitkan dengan alasa Paling lamg 2 (dua) buan sejak tanggal SKRD
" yang I&las, kecuali apabila Wajib Retribusi dapal

menunjukkan bahwga |
lAgka wakty ity tigak dapat dipenuhi karena diluar

kekuasaannya,

{3} Pengajuan keberalan Sebagal N
i dmaksud ini tidak
menunda kewajiban MeMbayar retriry . pada ayat (1) Pasal ini

bila jangka :
(§) Apablia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat

dan Wallkata tidak memper Sualu keputusan, permohonan keberatan dianggap
dkabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajb  retnbusi  dapat mengajukan permohonan pengembalian  kelebihan
pembayaran retribusi kepada Walikata.

2) Walikata atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak ditenmanya permchonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dmaksud pada ayat (2) Pasal ini telah
dlampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi dianggap dkabukan dan SKRDLB harus
dterhitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

) Aabila waiib retribusi mempunyai utang retnbusi lainnya, kelebihan pembayaran
'etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan

) Pengerrbalian retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam
jaNgka waktu paling lama 2 (dua) buan sejak diterbitkanmya SKROLB.

Apabila pengembalian elebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
Aingka waktu 2 (dua) bulan, Wallkat@ memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

(dug persen) sebulan atas keterlambatan pempayaran kelebihan pembayaran

&ribysi

.......
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Kadaluwarsa penaaghan ' - , o &
(2 | 9 "etrbusi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) Pasal in
tertangguh apabila :

a Diterbitkan surat teguran atay -

b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB Xvi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah retnbusi yang terutang.
2) Tindak pidana sebagaimana dmaksud pada ayat (1) Pasal in adalah pelanggaran..
(3) Ketentuan pidana dalam Pasal i tidak menghapus ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Ketenagakerjaan.

BAB XVl
PENYIDIKAN

Pasal 25
1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diingkungan Pemerintah Daerah diber
wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan pemyidikan tindak pidana c
bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor . 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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a. Menerima, mency; i d"“‘*&-ldna
m'ﬁmk @ ayat (1) Pasal ini adalah
perkenaan dengan lincay an dap

pidana di bidang retribus; -

g . Melarang S€seorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemerksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau badan hukum sebagaimana dmaksud huruf (e) -

h. Memalret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi -
. Memanggl orang untuk ddengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;
. Menghentikan pemyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran permyidikan tindak pidana d
bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungawabkan.
3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan memnyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Huikum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUFP

pasal 26
¥ -~ hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah in, sepanjang mengenai teknis

- | _ usan Walikda.
ak&anaamya diatur lebih lanjut dengan g Pasal 27........

l e —err T TR W N
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Diundangkan di 1‘0{1LaNgclanglwr 200]

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH K

: AN DAE
LEMBARAN DAERAS By

opem

TAHUN 2001 NO

SERI B NOM

OR 8

17

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG

ety

H. FAHRIYANTO
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RETRIBUS)| pga
YANAN
PENJELASAN UMUM KETENAGAKERJAAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan dan arahan bag Daerah dalam
pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Disamping itu, dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah segala
kewenangan yang semula menjadi kewenangan Pemenntah Pusat menjad
kewenangan Pemerintah Kata, kecuali dtentukan lain deh Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan
Retribusi Pelayanan Ketenagakeraan d Kaa Magelang yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Il PENJELASAN ... .
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Denga

Sa"rw baik warga
‘ aparatr  dalam
Menjala

"Kan hak dan kewajiban dapat berjalan

Pa ::n"gﬂr; ra‘:mar dan dap:atl dcapai tertio
sal 2 s/d pasal 5 | Pemungutan Retribusi Daerah.
Pasal 6 Huruf a S et

+ Kartu model A dan AK/II atau Karty Kuning
dberikan kepada pencan kerja dengan jangka
Wwakiu 2 (dua) tahun dan setiap enam buan
sekali harus melaporkan diri / wajib absen
Sertifikat diberikan Kepada setiap siswa yang
telah menyelesaikan kursus pada LPK/LSS

dan telah dinyatakan luus.
Huruf cs/df . Qukup jelas.

Pelayanan diberikan pada saat pemasangan
dan wajib didaftar uang setiap tahunnya.

Huruf h . Wajb daftar uang 2 (dua) tahun.

Huruf i . Pengujian dberikan setiap awal pemakaian
mesin produksi dan wajib penguian secara
berkala setiap tahun.

Huruf | . Pengesahan penggunaan Instalasi
dilaksanakan setiap awal pemasangan dan
wajib berkala setiap tahun.

Huruf K . QUKup jelas.

Pasal 7 s/d 11 . Cukup jeias.
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Paga] 12 ayat (1) )

Yang dimaksud dengan dokumen fain yand
dpersamakan adalah berupa formuir  yand
berisi data-data dari wajib retribusi sebaga

dasar pengenaan tarip retribusi.
s/d 27 .
pasal 13 - Qukup jelas.
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